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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan kajian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan : 

1. Adanya sengketa yang berawal dari hubungan kontraktual yang mengakibatkan 

kerugian keuangan negara tidak serta merta mengakibatkan UU PTPK tidak 

dapat digunakan begitu saja. Jika yang menjadi dasar dari klausula dalam 

perjanjian BLBI adalah berasal dari ketentuan hukum yang bersifat publik 

maka apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara,  

negara dapat menggunakan mekanisme pidana melalui UU PTPK untuk 

memulihkan kerugian keuangan negara tersebut. Dengan demikian adanya 

penyalahgunaan dana BLBI yang berakibat Bank Umum tidak dapat memenuhi 

kewajibannya untuk melakukan pembayaran dana BLBI lebih tepat 

dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan 

negara sebagaimana dalam Pasal 2 UU PTPK. Hal ini dikarenakan perbuatan 

tersebut termasuk dalam kategori perbuatan secara melawan hukum yang 

menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara sebagaimana 

dalam Pasal 2 UU PTPK dan oleh karenanya perbuatan tersebut memberikan 

hak bagi negara untuk melakukan penuntutan secara pidana melalui UU PTPK. 

Begitu pula dengan penggunaan asas ultimum remedium dalam penuntutan 

kasus BLBI yang telah merugikan keuangan negara, tidak tepat apabila asas ini 

digunakan dalam kasus tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai 

extraordinary crime apalagi ditambah kasus BLBI terjadi pada saat krisis 

ekonomi yang kemudian pasti menggangu program pemulihan krisis dari 

pemerintah, oleh karenanya penggunaan pidana sebagai primum remedium 

lebih tepat untuk digunakan dalam kasus BLBI. 

 

2. Apabila pihak BI telah menjual aset Bank Umum yang telah di jaminkan dalam 

perjanjian pemberian BLBI dan hasil dari penjualan aset tersebut dapat 
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memenuhi pengembalian dana BLBI sebagaimana dalam perjanjian maka 

unsur kerugian keuangan negara tidaklah terpenuhi, dan oleh karenanya tidak 

tepat apabila negara melakukan penuntutan dengan menggunakan Pasal 4 UU 

PTPK. Hal ini mengingat penjualan benda jaminan merupakan salah satu cara 

pembayaran secara paksa dan oleh karenanya utang antara pihak BI  dan Bank 

Umum telah hapus secara keperdataan. Namun apabila penjualan aset dari 

pihak Bank yang di agunkan tidak memenuhi pengembalian dana BLBI, maka 

negara dapat melakukan penuntutan terhadap kekurangan pembayaran dengan 

menggunakan mekanisme dalam UU PTPK. 

 

5.2 Saran 

 

Penulis menyarankan dalam pemberian BLBI kedepannya perlu untuk lebih 

mengedepankan prinsip kehati-hatian terutama dalam perhitungan jumlah aset. 

Jika dilihat dari pemberian BLBI pada saat krisis sering kali perhitungan aset bank 

yang diagunkan tidak dapat memenuhi jumlah pengembalian yang disebabkan 

karena beberapa hal seperti penyusutan nilai aset, misrepresentasi aset yang 

diagunkan, dan kendala dalam penjualan aset yang diagunkan. Aset yang 

diagunkan sangatlah krusial dalam pemberian BLBI karena jika aset bank telah 

mencukupi maka kerugian keuangan negara tidak akan terjadi dan meminimalisir 

sengketa dikemudian hari. Kemudian penulis juga menyarankan agar pemegang 

saham pengendali bank untuk memberikan personal guarantee kepada Bank 

Indonesia, sehingga apabila aset bank yang diagunkan tidak mencukupi, maka 

Bank Indonesia selaku kreditur bisa langsung mengeksekusi aset yang dimiliki 

oleh pemegang saham pengendali bank.  

Lain dari pada itu penulis juga menyarankan untuk melakukan pengetatan 

terhadap regulasi pemberian BLBI, karena dengan adanya regulasi yang ketat 

maka dapat meminimalisir bank yang memiliki tata kelola yang tidak baik 

mendapatkan bantuan likuiditas dan berujung pada kegagalan pembayaran bank 

tersebut dan menyebabkan kerugian keuangan negara.     
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